
Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum 

 
Pasal 8 

(3) Kelompok sub-Substansi Kepegawaian dan Umum 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan 

urusan kepegawaian dan umum; 

b. menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai; 

c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di 

lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut 

kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu 

istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi 

kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, 

tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan 

formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, 

membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, 

penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan 

tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian 

angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin 

pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan 

pemberian/penolakan izin pernkawinan/perceraian, 

membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan 

dari dan dalam jabatan, membuat dan atau 

mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan 

pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai; 

d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di 

lingkup Dinas; 

e. mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

f. melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan 

kearsipan; 

g. mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan 

Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis 

Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 

i. mengelola sarana dan prasarana Dinas; 

j. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan 

Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 

 

 

 



k. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan 

Petugas Inventaris Barang;dan 

l. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan  Barang/Jasa 

dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 

 


